Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007
GUBERNUR MALUKU UTARA

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Maluku
Utara Nomor2 Tahun 2008tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun Anggaran 2007 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2007

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3369);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3895);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 40438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
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10.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005tentang Pinjaman Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575),
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Memperhatikan :

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005tentang Hibah Kepada Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-806 Tahun 2008 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang
Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angaran 2007 dan Rancanan Peraturan Gubernur Maluku Utara
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2007,

Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2007, tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun
Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2007
Nomor 1);

Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2007, tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku
Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara
Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2007, tentang
PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara
Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2007
Nomor 1);

Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 27 Tahun 2007, tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Propinsi Maluku Utara
Tahun 2007 Nomor 27);

Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor ......... Tahun 2008

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan
PENJABARAN

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2007

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Pasal 1

Laporan Realisasi anggaran tahun anggaran 2007 terdiri atas :

Rp. 57,107,811,955.23
Rp. 487,298,936,140.00
Rp. -
Rp. 544,406,748,095.23
Rp. 128,509,736,143.00
Rp. -
Rp. -
Rp. - '
Rp. 130,794,943,105.00
Rp. 14,662,283,105.00
Rp. 343,787,500.00
Rp. 7,230,177,192.00
Rp. 281,540,927,045.00
Rp. -
Rp. 154,217,386,444.00
Rp. 96,963,230,936.00
Rp. 251,180,617,380.00
Rp. 532,721,544,425.00
Rp. 11,685,203,670.23
Rp. 22,159,757,942.34
Rp.  7,624,286,000.00

Rp. 14,535,471,942.34
Rp. 26,220,675,612.57

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam
lampiran I Peraturan Gubérnur Maluku Utara ini.”
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Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut
kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam
lampiran II Peraturan Gubernur Maluku Utara ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan Gubernur Maluku Utara ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Maluku Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal, 21 Oktober 2008

GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal,210ktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

TTD
H. MUHADJIR ALBAAR
( Berita Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 7 )

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Blro Hukum dan HAM

Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394
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